
Belanja Modal - Tanjung Bira Primadona Pariwisata Sulawesi 
Selatan, Ini Catatan Badan Pemeriksa Keuangan

Sumber gambar:
https://sulselprov.go.id/post/tanjung-bira-primadona-pariwisata-sulawesi-

selatan

Destinasi Wisata Tanjung Bira adalah primadona bahkan menjadi salah 

satu obyek wisata unggulan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tidak mengherankan jika Pemerintah Provinsi  Sulawesi  Selatan dan 

Pemerintah Kabupaten Bulukumba sangat gencar membangun infrastruktur 

untuk memberikan kenyamanan bagi para wisatawan termasuk menciptakan 

atmosfir bagi terbukanya berbagai usaha kepariwisataan.

Pembangunan jalan lingkar Lemo lemo- Bara-Bira,  Masjid Terapung, 

dan  berbagai  fasilitas  seperti  lapangan  tenis,  lapangan  futsal  serta 
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pembangunan  fasilitas  di  Kawasan  Titik  Nol  adalah  salah  satu  kebijakan 

untuk menjawab pentingnya kehadiran kawasan wisata yang dapat menjadi 

salah satu sektor penggerak ekonomi masyarakat. 

Karenanya  tidak  tanggung-tanggung,  pemerintah  setiap  tahunnya 

mengucurkan anggaran yang cukup besar baik melalui APBD, APBD Provinsi 

melalui Bantuan Keuangan, maupun APBN melalui Dana Alokasi Khusus.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor pariwisata juga diharapkan dapat 

memberikan  kontribusi  bagi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  oleh  karena 

Destinasi  Wisata  membutuhkan  anggaran  dalam  rangka  pengembangan 

kebersihan, keamanan, pemeliharaan infrastruktur, promosi atau pemasaran 

serta peningkatan SDM bagi stakeholder kepariwisataan. 

Tidak heran jika dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir Kawasan 

Wisata Tanjung Bira mendapatkan kunjungan wisatawan antara 500 hingga 

700  ribu.  Angka  ini  menempatkan  Kabupaten  Bulukumba  sebagai  daerah 

dengan angka kunjungan tertinggi di Sulawesi Selatan.

Kontribusi  di  sektor  pariwisata  ini  telah  menciptakan  multi  player 

effect dalam perputaran ekonomi di Kabupaten Bulukumba.

Semakin  meningkatnya  fasilitas  dan  layanan  di  Kawasan  Wisata 

Tanjung Bira mendapatkan apresiasi dari Wakil Ketua Umum Kadin Sulawesi 

Selatan Syafruddin Mualla.

"Sebagai  putra  daerah  saya  menilai  pembangunan  pariwisata 

khususnya  Kawasan  Wisata  Tanjung  Bira  semakin  memperkuat  posisi 

strategis  Kabupaten  Bulukumba  sebagai  daerah  tujuan  wisata  di  Sulawesi 
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Selatan,"  ujarnya  saat  memberikan  pandangan  tentang  Pembangunan 

Pariwisata Bulukumba, di Makassar Minggu 12 Mei 2024.

S.  Mualla  mengatakan,  jika  pembangunan  sektor  pariwisata  itu 

membutuhkan investasi yang sangat besar, dan di daerah manapun, kawasan 

wisata yang dikelola oleh pemerintah pasti akan diberlakukan retribusi, tentu 

pemerintah  daerah  telah  melakukan  analisis  dan  kajian  dan  menetapkan 

kebijakan  berdasarkan  pertimbangan  dan  selanjutnya  ditetapkan  dalam 

bentuk regulasi yakni Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati.

"Kami  dari  kalangan  organisasi  tentu  ingin  agar  Kawasan  Wisata 

Tanjung Bira akan selalu berakselerasi terlebih jika Kawasan Ekonomi Khusus 

(KEK) Bira -Takabonerate bisa terealisasi ke depan.

"Ini  (KEK)  akan sangat  menguntungkan pemerintah dan masyarakat 

setempat," imbuh S. Mualla.

Untuk diketahui pekan lalu kawasan wisata Tanjung Bira tetap dipadati 

pengunjung selama libur panjang.  Dinas Parawisata Pemuda dan Olahraga 

(Disparpora)  Bulukumba  mencatat  6.559  wisatawan  yang  berkunjung  ke 

kawasan Bira sejak 9 hingga 11 Mei 2024.

Viralnya isu pungli  di  Titik Nol  nampaknya tidak begitu berdampak 

terhadap jumlah kunjungan di kawasan Wisata Tanjung Bira.

Sumber Berita:

1. https://sulselprov.go.id/post/tanjung-bira-primadona-pariwisata-  
sulawesi-selatan  13 Mei 2024.

2. https://radarselatan.fajar.co.id/2024/05/13/pantai-tanjung-bira-di-  
bulukumba-primadona-pariwisata-sulawesi-selatan/ 13 Mei 2024.
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Catatan Berita:

1. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  Tentang  Pengelolaan 
Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:
(1) Belanja  modal sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 56  ayat (2) 

digunakan  untuk  menganggarkan   pengeluaran   yang dilakukan 
dalam  rangka  pengadaan   aset  tetap  dan  aset lainnya.

(2) Pengadaan  aset  tetap  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (1) 
memenuhi kriteria:
a. mempunyai  masa  manfaat  lebih   dari  12   (dua   belas) bulan;
b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah;  dan 
c. batas minimal kapitalisasi  aset.

(3) Batas  minimal  kapitalisasi   aset  sebagaimana   dimaksud pada 
ayat (2)  huruf c diatur dalam Perkada.

(4) Aset     tetap    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat     (2) 
dianggarkan dalam belanja  modal sebesar harga beli  atau bangun 
aset  ditambah  seluruh  belanja  yang  terkait  dengan 
pengadaan/pembangunan       aset     sampai       aset       siap 
digunakan. 

2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  Tentang  Pengelolaan 
Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
a. Setiap pengeluaran  harus  didukung  bukti  yang  lengkap dan  sah 

mengenai hak  yang diperoleh oleh   pihak  yang menagih.
b. Pengeluaran  kas  yang  mengakibatkan  Beban   APBD   tidak  dapat 

dilakukan sebelum rancangan Perda  tentang  APBD ditetapkan dan 
diundangkan dalam lembaran daerah.

c. Pengeluaran  kas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (2) tidak 
termasuk   pengeluaran   keadaan   darurat    dan/atau  keperluan 
mendesak  sesuai  dengan   ketentuan   peraturan  perundang-
undangan.

3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
Hal 21 yang menyatakan:
a. PPKD  selaku  BUD  mengusulkan  bendahara  pengeluaran  kepada 

kepala daerah.
b. Kepala   daerah   menetapkan   Bendahara   Pengeluaran   untuk 

melaksanakan  tugas  kebendaharaan  dalam  rangka  pelaksanaan 
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anggaran  belanja  dan/atau  pengeluaran  pembiayaan  pada  SKPD 
dan SKPKD.

c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
1) mengajukan  permintaan  pembayaran  menggunakan  SPP  UP, 

SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
3) melaksanakan   pembayaran   dari   UP,   GU,   dan   TU   yang 

dikelolanya;
4) menolak  perintah  bayar  dari  PA  yang  tidak  sesuai  dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan;
5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
6) membuat  laporan  pertanggungjawaban  secara  administratif 

kepada PA    dan    laporan    pertanggungjawaban    secara 
fungsional kepada BUD secara periodik; dan

7) memungut  dan  menyetorkan  pajak  sesuai  dengan  ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

d. Selain     tugas     dan     wewenang,     Bendahara     Pengeluaran 
melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:
1) melakukan  rekonsiliasi  dengan  pihak  Bank  yang  ditetapkan 

Kepala Daerah;
2) memeriksa kas secara periodik;
3) menerima  dokumen  bukti  transaksi  secara  elektronik  atau 

dokumen fisik dari bank;
4) menerima  dan  menyetorkan  atas  pengembalian  belanja  atas 

koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
5) menyiapkan dokumen surat  tanda  setoran atas  pengembalian 

belanja  akibat  koreksi  atau  hasil  pemeriksaan  internal  dan 
eksternal; dan

6) pelaksanaan  anggaran  pengeluaran  pembiayaan  pada  SKPD 
yang melaksanakan fungsi BUD.

e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala 
daerah  atas  usul  PPKD  menetapkan  Bendahara  Pengeluaran 
Pembantu.

f. Penetapan  Bendahara  pengeluaran  pembantu  didasarkan  atas 
pertimbangan:
1)    besaran anggaran;
2)   rentang kendali dan/atau lokasi; dan
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g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang 
meliputi:
1)     mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU 

dan SPP LS;
2)     menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari  Bendahara 

Pengeluaran;
3)    menerima dan menyimpan TU dari BUD;
4) melaksanakan pembayaran atas  pelimpahan UP dan TU yang 

dikelolanya;
5) menolak  perintah  bayar  dari  KPA  yang  tidak  sesuai  dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan;
6)    meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
7) memungut  dan  menyetorkan  pajak  sesuai  dengan  ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan
8) membuat  laporan  pertanggungjawaban  secara  administratif 

Kepada KPA   dan   laporan   pertanggungjawaban   secara 
fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

h. Selain  tugas  dan  wewenang  Bendahara  Pengeluaran  pembantu 
memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh 

Kepala Daerah;
2)    memeriksa kas secara periodik; 
3) menerima  dokumen  bukti  transaksi  secara  elektronik  atau 

dokumen fisik dari bank;
4) menerima  dan  menyetorkan  atas  pengembalian  belanja  atas 

koreksi  atau  hasil  pemeriksaan  internal  dan  eksternal  pada 
tahun berjalan; dan

5)    menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian 
belanja  akibat  koreksi  atau  hasil  pemeriksaan  internal  dan 
eksternal pada tahun berjalan.

i. Dalam hal  terdapat  pembentukan unit  organisasi  bersifat  khusus 
sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  kepala 
daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.

j. Bendahara  unit  organisasi  bersifat  khusus  memiliki  tugas  dan 
wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.

k. Bendahara     Pengeluaran     Pembantu     secara     administratif 
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.
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l. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan 
bertanggung jawab secara administratif dan fungsional. 

m. Bendahara  Pengeluaran  bertanggung  jawab  secara  administratif 
dengan membuat     laporan     pertanggungjawaban     secara 
administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada 
PA.

n. Bendahara  Pengeluaran  pembantu bertanggung  jawab  secara 
administratif  dengan  membuat  laporan  pertanggungjawaban 
secara  administratif  atas  pengeluaran  pada  unit  SKPD  dan 
disampaikan kepada KPA.

o. Bendahara  Pengeluaran  bertanggung  jawab  secara  fungsional 
dengan membuat  laporan pertanggungjawaban secara fungsional 
atas  pengeluaran  pada  SKPD  dan  disampaikan  kepada  PPKD 
selaku BUD.

p. Bendahara  Pengeluaran  pembantu  bertanggung  jawab  secara 
fungsional  dengan membuat  laporan pertanggungjawaban secara 
fungsional  atas  pengeluaran  pada  unit  SKPD  dan  disampaikan 
kepada Bendahara Pengeluaran.

q. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan 
pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk 
meningkatkan  efektivitas  pengelolaan  belanja  dan/atau 
pengeluaran pembiayaan.

r. Pegawai   yang   bertugas   membantu   Bendahara   Pengeluaran 
melaksanakan  tugas   dan  wewenang  sesuai   dengan  lingkup 
penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

s. Pegawai  yang  membantu  Bendahara  Pengeluaran  bertanggung 
jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:
1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan 

penjualan jasa;
2)   bertindak sebagai  penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau 
penjualan jasa;
3) menyimpan  uang  pada  suatu  bank  atau  lembaga  keuangan 

lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak 
langsung; dan

4) larangan   berlaku   juga   terhadap   Bendahara   Penerimaan 
Pembantu,  Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  dan  Bendahara 
Khusus.
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u. Larangan  bagi  Bendahara  Penerimaan,  Bendahara  Penerimaan 
Pembantu,  Bendahara  Pengeluaran  dan  Bendahara  Pengeluaran 
Pembantu  dilakukan  terhadap  kegiatan,  sub  kegiatan,  tindakan, 
dan/atau aktivitas   lainnya   yang   berkaitan   langsung   dengan 
pelaksanaan APBD.

4. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
Hal 26 yang menyatakan:
a. Pengeluaran  Daerah  yang  dianggarkan  dalam  APBD  merupakan 

rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya 
dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.

b.  Setiap  Pengeluaran  Daerah  harus  memiliki  dasar  hukum  yang 
melandasinya.

c. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan 
secara bruto dalam APBD.

5. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
Hal 50 yang menyatakan:
3.    Ketentuan Terkait Belanja Modal Mengacu pada Pasal 64 Peraturan 
Pemerintah   
       Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait  Belanja Modal diatur 
sebagai berikut:
a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang 

dilakukan dalam rangka pengadaan aset  tetap dan aset  lainnya. 
Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 
2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan 
3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu: 

1) berwujud; 
2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal; 
3) tidak   dimaksudkan   untuk   dijual   dalam   operasi   normal 

entitas; dan
4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset 
tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal 
kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
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c. Aset  tetap  dianggarkan  belanja  modal  sebesar  harga  perolehan. 
Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah 
seluruh  belanja  yang  terkait  dengan pengadaan/pembangunan 
aset sampai aset siap digunakan.

d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: 
1) Belanja  Tanah,  digunakan  untuk  menganggarkan  tanah  yang 

diperoleh  dengan  maksud  untuk  dipakai  dalam  kegiatan 
operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai

2) Belanja     Peralatan     dan     Mesin,     digunakan     untuk 
menganggarkan  peralatan  dan  mesin  mencakup  mesin  dan 
kendaraan  bermotor,  alat  elektronik,  inventaris  kantor,  dan 
peralatan  lainnya  yang  nilainya  signifikan  dan  masa 
manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi 
siap pakai.

3) Belanja    Gedung    dan    Bangunan,    digunakan    untuk 
menganggarkan  gedung  dan  bangunan  mencakup  seluruh 
gedung  dan  bangunan  yang  diperoleh  dengan  maksud  untuk 
dipakai  dalam  kegiatan  operasional  Pemerintah  Daerah  dan 
dalam kondisi siap dipakai.

4) Belanja   Jalan,   Irigasi   dan   Jaringan,   digunakan  untuk 
menganggarkan  jalan,  irigasi,  dan  jaringan  mencakup  jalan, 
irigasi,  dan  jaringan  yang  dibangun  oleh  Pemerintah  Daerah 
serta  dimiliki  dan/atau  dikuasai  oleh  Pemerintah  Daerah  dan 
dalam kondisi siap dipakai.

5) Belanja Aset Tetap Lainnya,  digunakan untuk menganggarkan 
aset  tetap  lainnya  mencakup  aset  tetap  yang  tidak  dapat 
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap,  yang diperoleh 
dan  dimanfaatkan  untuk   kegiatan   operasional  Pemerintah 
Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) Belanja  Aset  Lainnya,  digunakan  untuk  menganggarkan  asset 
tetap  yang  tidak  digunakan  untuk  keperluan  operasional 
Pemerintah  Daerah,  tidak  memenuhi  definisi  aset  tetap,  dan 
harus  disajikan  di  pos  aset  lainnya  sesuai  dengan  nilai 
tercatatnya.

e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset 
tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan 
di  pos aset  lainnya sesuai  dengan nilai  tercatatnya.  Aset  lainnya 
berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
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1) dapat diidentifikasi; 
2) tidak mempunyai wujud fisik;
3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa 

atau  digunakan  untuk  tujuan  lainnya  termasuk  hak  atas 
kekayaan intelektual;

4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan 
5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.
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